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PENGGUNAAN KUASA MENJUAL DIDALAM PERALIHAN 




The authorization pursuant to Article 1792 of the Civil Code is “an agreement by 
which a given authority to another person, who received it, for conducting an affair on his 
behalf”. It seems clear on the one hand there is the so-called to give and some are called 
to receive power, each party both receiver and giver have equal rights and obligations in 
running the power.
In a very rapid growth dynamics can be found in the deed of transfer of power that 
the land ownership through purchase, clauses can not be withdrawn or disregard of Article 
1813 of the Civil Code which is referred to as “Power of Absolute”, it means no longer 
balanced and adverse the power giver if concerned about the rights and obligations of the 
giver and the receiver of power.
In connection with the absolute power of the transformation of property rights to 
land through purchase, there are some legislation that expressly prohibits:
1. Instruction of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 on the Prohibition of Use 
of Absolute Powerful As the transfer of Land Rights.
2. Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, in  Article 39 paragraph 
(1) letter d.
3. Supreme Court Decision No. 2584 / K / Pdt / 1986 explicitly states that “absolute 
power of attorney regarding the sale and purchase of land can not be justified because 
in practice often misused for smuggling and selling land”.
4. Decision of the Supreme Court Reg. No. 2817 / K / Pdt / 1994 explicitly states that 
“buying and selling is done on the basis of absolute power is invalid and void”.
 As a result of the ban, the use of absolute power in the transfer of property rights 
through the purchase can not be done because it is illegal and null and void.
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I.  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 
(dkenal dengan Undang-Undang Pokok 
Agrara/UUPA) dnyatakan bahwa “Hukum 
Agrara yang berlaku atas bum ar dan 
ruang angkasa alah hukum adat sepanjang 
tdak bertentangan dengan kepentngan 
nasonal dan Negara”. Ddalam Pasal 50 ayat 
(1) UUPA dtegaskan bahwa “ketentuan-
ketentuan lebh lanjut mengena hak mlk 
datur dengan undang-undang”. Selanjutnya 
ddalam Pasal 56 UUPA dtegaskan bahwa 
“selama undang-undang mengena hak 
mlk sebaga tersebut dalam Pasal 50 ayat 
(1)  belum terbentuk, maka yang berlaku 
adalah ketentuan-ketentuan hukum adat 
setempat dan peraturan-peraturan lannya 
mengena hak-hak atas tanah yang member 
wewenang sebagamana atau mrp dengan 
yang dmaksud dalam Pasal 20 UUPA2, 
sepanjang tdak bertentangan dengan 
jwa dan ketentuan-ketentuan undang-
undang n”. Dengan demkan maka dapat 
dkatakan bahwa pengertan jual bel hak 
mlk atas tanah menurut UUPA pada 
hakekatnya adalah suatu peralhan hak, yang 
mengadops konseps, asas, lembaga hukum, 
dan sstem hukum adat yang dsempurnakan, 
yakn bersfat tuna, rl dan terang.3 Adapun 
mengena peralhan hak, dalam Pasal 26 
ayat (1) UUPA dnyatakan bahwa “jual 
bel, penukaran, penghbahan, pemberan 
dengan wasat, pemberan menurut adat, dan 
perbuatan-perbuatan lan yang dmaksudkan 
untuk memndahkan hak mlk serta 
pengawasannya datur dengan Peraturan 
Pemerntah”4.
Apabla pengertan jual bel menurut 
UUPA adalah merupakan suatu peralhan 
hak, maka ddalam pengertan menurut KUH 
Perdata jual bel adalah suatu perjanjan. Hal 
n dapat dlhat dalam ketentuan Pasal 1457 
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa 
“jual bel adalah suatu perjanjan dengan 
mana phak yang satu mengkatkan drnya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 
phak yang lan untuk membayar harga yang 
telah dperjanjkan”. Namun demkan, suatu 
peralhan hak mlk atas tanah berupa jual 
bel tunduk kepada aturan ddalam UUPA 
berdasarkan asas Lex spcecialis derogat 
legi generali, yatu bahwa UUPA mengatur 
secara khusus hal yang berkatan dengan 
tanah, ar dan ruang angkasa.
Suatu peralhan hak mlk atas tanah 
melalu jual bel pada umumnya dlakukan 
oleh phak-phak yang berkepentngan, 
yatu phak penjual dan phak pembel, 
dan dlaksanakan dhadapan pejabat yang 
berwenang yatu notars, yang bertugas 
menangan aspek admnstratf dar 
pemndahan hak tersebut sehngga proses 
penyelesaannya sesua dengan ketentuan 
2 Buny selengkapnya Pasal 20 UUPA adalah, ayat (1) 
: hak mlk adalah hak turun temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dpunya orang atas tanah dengan 
mengngat ketentuan Pasal 6 (“semua hak atas tanah 
mempunya fungs sosal”), dan ayat (2) : hak mlk 
dapat beralh dan dalhkan kepada phak lan.
3 Adran Suted, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan 
Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76
4 Peraturan Pemerntah yang terkat antara lan adalah 
PP No. 10 tahun 1961 Jo PP No. 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah.
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hukum yang berlaku. Namun sejalan 
dengan perkembangan dnamka kehdupan 
manusa yang semakn berkembang dar 
masa ke masa, penyelesaan peralhan hak 
mlk tersebut melbatkan phak lan yang 
member bantuan atau jasa sehngga dapat 
mengakomodr kebutuhan atau kepentngan 
yang semakn kompleks tersebut.Phak lan 
tu dber wewenang untuk menyelesakan 
suatu kepentngan atas nama s pember 
wewenang. Dar fakta n tmbullah apa 
yang dsebut dengan perwaklan, yatu 
seseorang melakukan suatu urusan bukan 
untuk drnya sendr melankan untuk orang 
lan, yang merupakan pemlk kepentngan 
yang sebenarnya. Ddalam bahasa hukum, 
perwaklan n dsebut penerma kuasa. 
Ddalam KUH Perdata dkenal ada 
empat jens kuasa, yatu kuasa umum, kuasa 
khusus, kuasa stmewa, dan kuasa perantara 
(datur dalam Pasal 1792 KUH Perdata s/d 
Pasal 1799 KUH Perdata, dtambah dengan 
ketentuan-ketentuan Pasal 1057 HIR, Pasal 
1087 RBG, serta Pasal 62 KUHD). Selan 
dar pada keempat jens kuasa tersebut, 
ternyata secara faktual terdapat apa yang 
dsebut dengan stlah Kuasa Mutlak, yang 
sebenarnya merupakan suatu kuasa khusus, 
namun dalam klausulanya dnyatakan bahwa 
kuasa tdak akan berakhr oleh karena sebab-
sebab sebagamana dtentukan oleh Pasal 
1813 KUH Perdata tentang berakhrnya 
kuasa5, dengan adanya dktumkuasa“tdak 
dapat dtark kembal”. Kuasa mutlak n 
tdak dkenal ddalam KUH Perdata.
Ddalam peralhan hak mlk atas 
tanah melalu jual bel, penggunaan kuasa 
mutlak lazm dlakukan, terutama ddasar 
oleh alasan-alasan prakts, antara lan 
demi efisiensi, untuk lebih memperlancar 
pengurusan, serta alasan-alasan lan yang 
pada pokoknya danggap merupakan cara 
yang lebh prakts dalam penyelesaan urusan. 
Pertanyaan yang kemudan tmbul adalah 
apakah penggunaan kuasa mutlak dalam 
peralhan hak atas tanah tu dperbolehkan 
atau tdak, dengan kata lan a bertentangan 
atau tdak bertentangan dengan hukum. 
Masalah nlah yang akan dbahas dalam 
penulsan n.
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraan tersebut datas 
maka permasalahan yang akan dbahas dalam 
penulsan n adalah : “apakah penggunaan 
kuasa mutlak dalam peralhan hak mlk atas 
tanah melalu jual bel adalah sah ?”.
C.  Tujuan Penulisan 
Secara umum penulsan n bertujuan 
untuk memberkan gambaran tentang sahnya 
peralhan hak mlk atas tanah melalu jual 
bel. Sedangkan secara khusus penulsan 
n bertujuan untuk menelaah, apakah 
penggunaan kuasa mutlak ddalam peralhan 
hak mlk atas tanah melalu jual bel adalah 
legal/sah secara hukum atau sebalknya. 
5 Menurut Pasal 1813 KUH Perdata, pemberan 
kuasa berakhr  a).dengan dtarknya kembal kuasa 
oleh pember kuasa, b).dengan pemberan tahuan 
penghentan kuasanya oleh s kuasa, c). dengan 
mennggalnya, pengampuannya, atau paltnya s 
pember kuasa maupun penerma kuasa, dand). dengan 
perkawnannya s perempuan yang memberkan atau 
menerma kuasa. Sebaga catatan, dengan berlakunya 
UU No. 1tahun 1974 tentang Perkawnan, maka 
perempuan yang sudah kawn tetap berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum , termasuk  member 
dan/atau menerma kuasa.
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II.  METODE PENELITIAN
Penulsan n bertujuan untuk mengkaj 
suatu gejala hukum yang terjad dengan 
menggunakan analsa guna menemukan 
suatu pemecahan masalah sehngga a 
dapat dkembangkan secara lmah. Hal n 
sesua dengan pendapat Soerjono Soekanto 
yang menyatakan bahwa peneltan hukum 
adalah “suatu peneltan lmah yang 
mempelajar suatu gejala hukum tertentu 
dengan menganalssnya atau melakukan 
pemerksaan mendalam terhadap fakta 
hukum untuk kemudan mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan yang tmbul 
dar gejala yang bersangkutan6.
Penelitian Hukum Normatif 
Penulsan n menggunakan rset 
kepustakaan atau peneltan hukum normatf, 
yatu menggunakan pendekatan perundang-
undangan oleh karena yang akan dtelt 
adalah berbaga peraturan hukum yang 
djadkan fokus atau tema utama7. Metode 
peneltannormatf adalah suatu prosedur 
untuk menemukan kebenaran berdasarkan 
logka kelmuan hukum dar ss normatfnya. 
Logka kelmuan yang ajeg dalam peneltan 
hukum normatf dbangun berdasarkan 
dspln lmah dan cara-cara kerja lmu 
hukum normatf, yatu lmu hukum yang 
obyeknya adalah hukum tu sendr8.
III  HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Dasar Hukum Serta Syarat Sahnya 
Peralihan Hak Milik Atas Tanah 
Melalui Jual Beli
Dasar hukum peralhan hak mlk 
atas tanah melalu jual bel pertama-tama 
adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam UUPA. Pasal 5 UUPA menyatakan 
bahwa “hukum agrara yang berlaku 
atas bum, ar, dan ruang angkasa alah 
hukum adat, sepanjang tdak bertentangan 
dengan kepentngan nasonal dan Negara, 
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 
.......”. Jelaslah bahwa UUPA mengadops 
konseps, asas, lembaga hukum, dan 
stem hukum adat yang dsempurnakan. 
Oleh karena tu pengertan jual bel hak 
mlk atas tanah menurut hukum nasonal 
adalah pengertan jual bel hak mlk atas 
tanah menurut hukum adat. Selanjutnya 
dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA dtegaskan 
bahwa “jual bel, penukaran, penghbahan, 
pemberan dengan wasat, pemberan 
menurut adat, dan perbuatn-perbuatan lan 
yang dmaksudkan untuk memndahkan 
hak mlk serta pengawasannya datur 
dengan peraturan pemerntah”. Adapun 
peraturan pemerntah yang berkatan dengan 
hal tersebut adalah PP No. 10 tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudan 
dubah/dsempurnakan dengan PP No. 24 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ddalam 
peraturan pemerntah n datur tentang 
keharusan untuk mendaftarkan hak mlk 
atas tanah kepada nstans yang berwenang.
Selan UUPA, PP No. 10 tahun 1961 
dan PP No. 24 tahun 1997, dasar hukum 
6 Soerjono Soekanto, dalam Bambang Sunggono, 2003, 
Metodologi Penelitian Hukum, Raja Wal Press, 
Jakarta, hal. 38.
7 Johny Ibrahm, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian 
Hukum Normatif, Bayumeda Malang, hal. 32.
8 Ibd, hal. 57.
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peralhan hak mlk atas tanah melau jual 
bel dapat dtemukan pula dalam KUH 
Perdata. Ketentuan-ketentuan dalam KUH 
Perdata yang terkat dengan hal tu antara 
lan adalah : 
a. Pasal 1313 sampa dengan Pasal 1319 
KUH Perdata, yang mengatur tentang 
ketentuan-ketentuan umum tentang 
perkatan-perkatan yang dlahrkan 
dar kontrak atau perjanjan.
b. Pasal 1320 sampa dengan Pasal 1337 
KUH Perdata, yang mengatur tentang 
syarat-syarat sahnya suatu perjanjan.
c. Pasal 1338 sampa dengan Pasal 1341 
KUH Perdata, yang mengatur tentang 
akbat suatu perjanjan.
d. Pasal 1457 sampa dengan Pasal 1518 
KUH Perdata, yang mengatur tentang 
jual bel.
Adapun ketentuan-ketentuan mengena 
sahnya peralhan hak mlk atas tanah melalu 
jual bel, terbag menjad syarat materl dan 
syarat forml9.
Syarat materiil secara gars besar 
dapat djabarkan sebaga berkut : 
a. S pembel berhak membel tanah 
yang bersangkutan, artnya a harus 
memenuh syarat untuk dapat memlk 
tanah yang akan dbelnya. Untuk 
menentukan berhak atau tdaknya s 
pembel, tergantung dar hak apa yang 
melekat pada tanah tersebut, apakah 
hak mlk, hak guna bangunan atau 
hak paka. Menurut Pasal 21 UUPA 
yang dapat mempunya hak mlk 
atas tanah hanyalah warga negara 
Indonesa tunggal dan badan hukum 
yang dtetapkan oleh pemerntah.
b. S penjual berhak menjual tanah yang 
bersangkutan  yang berhak menjual 
suatu bdang tanah adalah pemlk atau 
pemegang yang sah dar hak atas tanah 
tesebut. Jka pemlk hanya satu orang, 
maka a berhak menjual tanah tersebut. 
Akan tetap bla pemlk tanah tu dua 
orang atau lebh, maka yang berhak 
menjual tanah tu adalah kedua orang 
atau lebh tersebut secara bersama-
sama. Tdak boleh hanya satu orang 
saja yang bertndak sebaga penjual.
c. Tanah yang bersangkutan boleh 
dperjual belkan dan tdak dalam 
sengketa. Adapun mengena tanah-
tanah apa saja yang boleh dperjual 
belkan, oleh UUPA dtentukan 
adalah tanah hak mlk (Pasal 20 
UUPA), tanah hak guna usaha (Pasal 
28 UUPA), tanah hak guna bangunan 
(Pasal 35 UUPA) dan tanah hak paka 
(Pasal 41 UUPA).
Syarat formil. Ketentuan yang 
mengatur sahnya peralhan hak mlk atas 
tanah melalu jual bel dapat dtemukan 
dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Beberapa Pasal yang 
dapat dkemukakan antara lan adalah : Pasal 
37 ayat (1)  yang menentukan bahwa akta 
jual bel, tukar menukar, hbah, pemasukan 
dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemndahan hak lannya dbuat oleh 
PPAT yang berwenang menurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, kecual 
9 Adran Suted, op.cit., hal.71.
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pemndahan hak melalu lelang. Namun 
ddalam keadaan tertentu sebagamana 
dtentukan oleh Menter, Kepala Kantor 
Pertanahan dapat mendaftar pemndahan 
hak atas bdang tanah hak mlk, dlakukan 
dantara perorangan warga negara Indonesa 
yang dbuktkan akta yang tdak dbuat oleh 
PPAT,  tetap yang menurut Kepala Kantor 
Pertanahan tersebut kadar kebenarannya 
danggap cukup untuk mendaftar pemndahan 
hak yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (2) 
PP 24 tahun 1997). Syarat lan yang harus 
dpenuh adalah bahwa pembuatan akta 
sebagamana ketentuan Pasal 37 ayat (1) 
harus dhadr para phak yang terkat dan 
dsakskan sekurang-kurangnya dua orang 
saks yang memenuh syarat untuk bertndak 
sebaga saks. 
Sebaga tambahan, dapat pula 
dkemukakan bahwa sebelum akta jual 
bel dbuat oleh PPAT maka para phak 
dwajbkan menyerahkan segala surat-surat 
yang dperlukan kepada PPAT, yatu : 
a. Jika tanahnya sudah bersertifikat, 
menyerahkan sertifikat yang asli dan 
tanda bukt pembayarannya.
b. Jika tanahnya belum bersertifikat, 
menyerahkan surat keterangan bahwa 
tanah tersebut belum bersertifikat, 
surat-surat tanah yang ada perlu 
penguatan oleh Kepala Desa dan 
Camat, dlengkap dengan surat-surat 
yang membuktkan denttas penjual 
dan pembeli untuk pensertifikatan 
tanahnya, setelah jual bel selesa 
dlakukan.
Selambat-lambatnya tujuh har kerja 
sejak akta tersebut dtandatangan, menurut 
ketentuan Pasal 40 PP No. 24 tahun 1997, 
PPAT menyerahkan akta tersebut kepada 
Kantor Pendaftaran Tanah guna dlakukan 
pendaftaran tentang pemndahan haknya. 
B.  Pengunaan Kuasa Dalam 
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui 
Jual Beli 
Telah durakan sebelumnya bahwa 
pada hakekatnya kuasa adalah phak yang 
dber wewang untuk menyelesakan 
suatu kepentngan atas nama s pember 
wewenang. Artnya, seorang kuasa 
melakukan suatu urusan bukan untuk drnya 
sendr akan tetap untuk kepentngan orang 
yang dwaklnya, yang merupakan pemlk 
kepentngan yang sebenarnya. Hal tu berart 
perbuatan hukum yang dlakukan oleh 
s kuasa merupakan perbuatan hukum s 
pember kuasa. S kuasa yang berbuat namun 
akbat hukumnya dpndahkan kepada orang 
yang dwaklnya.10
Kuasa dapat dlhat secara sosologs 
maupun yurds. Apabla dlhat secara 
sosologs, kuasa merupakan sarana untuk 
memenuh kebutuhan ddalam masyarakat, 
yang kemudan tumbuh dan berkembang 
menjad suatu kebasaan serta pada akhrnya 
oleh pembentuk undang-undang dtuangkan 
kedalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Setelah tertuang dalam 
peraturan perundang-undangan maka kuasa 
dapat dlhat secara yurds.
10 Hal ini berdasarkan atas teori fiksi yang kemudian 
berkembang menjad teor hukum. Lhat R Setawan, 
2005, Hukum Perwakilan dan Kuasa, Suatu 
Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Saat 
Ini, Tatanusa, Jakarta, hal.3.
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Ddalam KUH Perdata kuasa atau 
pemberan kuasa ddasarkan pada suatu 
perjanjan, dan datur dalam Pasal 1792 
sampa dengan Pasal 1819 KUH Perdata. 
Adapun pengertan pemberan kuasa 
menurut Pasal 1792 KUH Perdata adalah 
“suatu perjanjan dengan mana seorang 
memberkan kekuasaan kepada seorang lan, 
yang menermanya, untuk atas namanya 
menyelenggarakan suatu urusan”11. Adapun 
yang dmaksud dengan “menyelenggarakan 
suatu urusan” tdak lan adalah suatu 
perbuatan hukum yang mempunya atau 
menghaslkan suatu akbat hukum12.
Dengan demkan, unsur esensal 
dar pemberan kuasa adalah unsur 
menyelenggarakan suatu urusan atau 
mengurus kepentngan dar pember kuasa. 
Mengena hal n M. Yahya Harahap 
mempernc apa yang dmaksud sebaga 
“mengurus kepentngan pember kuasa”, 
yatu13 :
a. Melakukan tndakan pengurusan harta 
kekayaan pember kuasa, 
b. Pengurusan tu melput segala 
sesuatu yang berhubungan dengan 
kepentngan pember kuasa atas harta 
kekayaannya, 
c. Dengan demkan ttk berat kuasa 
melput perbuatan atau tndakan 
pengurusan kepentngan pember 
kuasa.
Dalam hal peralhan hak mlk atas 
tanah melau jual bel dengan menggunakan 
kuasa, maka s kuasa (dsebut kuasa menjual), 
melau suatu perjanjan, bertndak mewakl 
pember kuasasebaga subyek hukum yang 
sah untuk mengalhkan hak mlk atas 
tanah melalu jual kepada pembel tanah 
bersangkutan. Hal n tdak terlepas dar 
asas-asas dalam hukum perjanjan, yatu : 
a. Asas konsensualsme, yatu asas yang 
terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa suatu 
perjanjan memerlukan kesepakatan 
(konsensus) dar kedua belah phak.
b. Asas pacta sunt servanda, yatu asas 
yang terdapat Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata yang menyatakan bahwa 
perjanjan yang dbuat secara sah 
berlaku sebaga undang-undang bag 
mereka yang membuatnya.
c. Asas kebebasan berkontrak, yang 
memberkan kebebasan bag para phak 
untuk 1). membuat atau tdak membuat 
perjanjan, 2). melakukan perjanjan 
dengan sapapun, 3). menentukan s, 
syarat, dan pelaksanaan perjanjan, 
serta 4). menentukan bentuk perjanjan, 
lsan atau tertuls. 
C.  Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak 
Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli 
Sebagamana telah durakan 
sebelumnya, pengertan kuasa mutlak pada 
hakekatnya merupakan suatu kuasa khusus14, 
11 R. Subekt dan R. Tjtrosudbo, 2002, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramta, Jakarta, 
hal. 457.
12 R. Subekt, 1995, Aneka Perjanjian, Ctra Adtya Bakt, 
Bandung, hal. 141.
13 M. Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata 
: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 
Jakarta, hal. 7.
14 Menurut ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, kuasa 
khusus adalah kuasa yang  hanya berlaku mengena 
satu kepentngan tertentu atau lebh.
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namun  dalam klausulanya dnyatakan bahwa 
kuasa tdak akan berakhr oleh karena sebab-
sebab sebagamana dtentukan oleh Pasal 
1813 KUH Perdata tentang berakhrnya 
kuasa, atau dengan kata lan terdapat adanya 
dktum kuasa “tdak dapat dtark kembal”. 
Dalam KUH Perdata tdak terdapat 
ketentuan yang mengatur tentang kuasa 
mutlak. Namun demkan secara faktual 
penggunaaan kuasa mutlak tersebut serng 
kal dtemukan dalam perjanjan yang dbuat 
oleh para phak, serta dpraktekkan dalam 
berbaga kegatan, terutama dalam transaks-
transaks dduna bsns, termasuk dalam jual 
bel. Dasar pemkran atau dasar pembenaran 
atas dgunakannya kuasa mutlak tersebut 
tdak lan adalah asas-asas/prnsp-prnsp 
yang terdapat dalam hukum perjanjan, 
yatu: 
a. Asas konsensualsme/kesepakatan, 
b. Asas pacta sunt servanda, dan
c. Asas kebebasan berkontrak.
Namun demkan, ketga asas/prnsp 
tersebut datas harus pula memperhatkan 
ketentuan-ketentuan mengena sahnya suatu 
perjanjan, terutama ketentuan yang termuat 
dalam Pasal-Pasal sebaga berkut : 
a. Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, yang 
menyatakan bahwa salah satu syarat 
sahnya suatu perjanjan adalah apabla 
ddalam perjanjan tersebut terdapat 
“suatu sebab yang halal”, 
b. Pasal 1335 KUH Perdata, yang 
menyatakan bahwa “suatu perjanjan 
tanpa sebab, atau yang telah dbuat 
karena sesuatu sebab yang palsu atau 
terlarang, tdak mempunya kekuatan 
“,
c. Pasal 1337 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa “suatu sebab 
adalah terlarang, apabla dalarang 
oleh undang-undang, atau apabla 
berlawanan dengan kesuslaan bak 
atau ketertban umum”.
Berdasarkan uraan tersebut datas, 
maka tmbul pertanyaan : “dapatkah kuasa 
mutlak dgunakan dalam peralhan hak mlk 
atas tanah melalu jual bel ?”.Ternyata terdapat 
setdaknya dua peraturan perundangan yang 
secara tegas melarang penggunaan kuasa 
mutlak dalam hal peralhan hak mlk atas 
tanah melau jual bel yatu :
1. Intruks Menter Dalam Neger No. 
14 tahun 1982 tentang Larangan 
Penggunaan Kuasa Mutlak Sebaga 
Pemndahan Hak Atas Tanah.
 a. Pada konsderan “menmbang” 
butr c. dtegaskan bahwa 
“penyalah gunaan hukum yang 
mengatur pemberan kuasa dengan 
mengadakan pemndahan atas 
tanah secara teselubung dengan 
menggunakan bentuk kuasa mutlak, 
adalah salah satu bentuk perbuatan 
hukum yang mengganggu usaha 
penertban status penggunaan 
tanah, sehngga karenanya perlu 
untuk segera dcegah”, 
 b. Pada bagan “mengntrukskan” 
dktum pertama dnyatakan secara 
tegas “melarang Camat dan Kepala 
Desa atau Pejabat yang setngkat 
dengan tu, untuk membuat/
menguatkan pembuatan surat kuasa 
mutlak yang pada hakekatnya 
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merupakan pemndahan hak mlk 
atas tanah”, 
 c. Pada dktum kedua huruf a. 
dnyatakan “kuasa mutlak yang 
dmaksud dalam dktum pertama 
adalah kuasa yang ddalamnya 
mengandung unsur tdak dapat 
dtark kembal oleh pember 
kuasa”,
 d. Pada kedua huruf b. dnyatakan 
“kuasa mutlak yang pada hakekatnya 
merupakan pemndahan hak atas 
tanah adalah kuasa mutlak yang 
memberkan kewenangan kepada 
penerma kuasa untuk menguasa 
dan menggunakan tanahnya serta 
melakukan segala perbuatan 
hukum yang menurut hukum 
dapat dlakukan oleh pemegang 
haknya”,
 e. Pada dktum ketga dnyatakan 
“melarang pejabat Agrara untuk 
melayan penyelesaan status hak 
atas tanah yang menggunakan 
surat kuasa mutlak sebaga bahan 
pembuktan pemndahan hak atas 
tanah”.
Jelas terlhat bahwa pertmbangan 
dterbtkannya Instruks Mendagr No. 14 
tahun 1982 adalah oleh karena pengunaan 
kuasa mutlak tdak lan  merupakan suatu cara 
terselubung untuk mengadakan pemndahan 
hak atas tanah yang dalam prakteknya berada 
dluar jangkauan atau kontrol pemerntah, 
sehngga penggunaan kuasa mutlak tersebut 
akan menmbulkan ekses-ekses negatf yang 
luas. Dcantumkannya klausula “kuasa yang 
tdak dapat dtark kembal” mengakbatkan 
penerma kuasa dapat melakukan perbuatan 
apapun juga, bak tu berupa tndakan 
pengurusan maupun tndakan kepemlkan 
atas tanah yang dmaksud.
2. Peraturan Pemerntah No. 24 tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pasal 39 ayat (1) huruf d. PP No. 24 
tahun 1997 secara tegas menyatakan bahwa 
“PPAT menolak untuk membuat akta, jka 
salah satu phak atau para phak bertndak 
atas dasar suatu kuasa mutlak yang pada 
hakekatnya berskan perbuatan hukum 
pemndahan hak”.
Selan dar pada kedua peraturan 
perundangan tersebut datas, larangan 
terhadap penggunaan kuasa mutlak dalam 
peralhan hak mlk atas tanah melalu jual 
bel dapat dtemukan pula dalam setdaknya 
dua Putusan Mahkamah Agung sebaga 
berkut :
1. Putusan Mahkamah Agung RI 
No. 2584/K/Pdt/1986 secara tegas 
menyatakan bahwa “surat kuasa 
mutlak mengena jual bel tanah 
tdak dapat dbenarkan karena dalam 
praktek serng dsalah gunakan untuk 
penyelundupan jual bel tanah”.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 
No. 2817/K/Pdt/1994 secara tegas 
menyatakan bahwa “jual bel yang 
dlakukan dengan dasar kuasa mutlak 
adalah tdak sah dan batal dem 
hukum”.
Dua peraturan perundangan serta 
dua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut 
memperlhatkan bahwa penggunaan kuasa 
Vol. 4, No. 1 : 179 - 189
188
Magister Hukum Udayana •  Me 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
mutlak dalam peralhan hak mlk atas tanah 
secara normatf adalah dlarang. Apabla 
fakta tersebut dkatkan dengan syarat-syarat 
sahnya suatu perjanjan menurut KUH 
Perdata, maka kuasa mutlak dalam peralhan 
hak mlk atas tanah melalu jual bel tersebut 
adalah tdak sah, oleh karena: 
1. Penggunaan kuasa mutlak dalam 
perjanjan tersebut melanggar syarat 
subyektf dar ketentuan Pasal 1320 
ayat (4) KUH Perdata, oleh karena a 
melanggar “sebab yang halal”, 
2. Penggunaan kuasa mutlak dalam 
perjanjan tersebut menyalah 
ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, 
yatu bahwa “suatu perjanjan tanpa 
sebab, atau suatu perjanjan yang telah 
dbuat karena suatu sebab yang palsu 
atau suatu sebab yang terlarang tdak 
mempunya kekuatan mengkat”,
3. Penggunaan kuasa mutlak dalam 
perjanjan tersebut melanggar ketentuan 
Pasal 1337 KUH Perdata, yatu bahwa 
“suatu sebab adalah terlarang, apabla 
dlarang oleh undang-undang, atau 
apabla berlawanan dengan kesuslaan 
bak atau ketertban umum”.
Oleh karena syarat sahnya suatu 
perjanjan yang dlanggar adalah syarat 
obyektf (syarat mengena s atau mater 
perjanjan), maka akbat hukum yang tmbul 
dar padanya adalah berupa hlang atau 
lenyapnya hubungan hukum dar perjanjan 
tersebut oleh karena a batal dem hukum 
(nietigbaareeid) artnya sejak dar semula 




1. Ketentuan mengena peralhan hak 
mlk atas tanah melalu jual bel 
merujuk kepada UUPA, khususnya 
Pasal 5 yang menyatakan bahwa 
“hukum agrara yang berlaku atas bum, 
ar dan ruang angkasa alah hukum 
adat, sepanjang tdak bertentangan 
dengan kepentngan nasonal dan 
Negara.......”, serta Pasal 26 ayat (1) 
yang menegaskan bahwa “jual bel, 
penukaran, penghbahan, pemberan 
dengan wasat, pemberan menurut 
adat, dan perbuatan-perbuatan lan yang 
dmaksudkan untuk memndahkan 
hak mlk sera pengawasannya datur 
dengan peraturan pemerntah”, yang 
dalam hal n adalah PP No. 10 tahun 
1961 jo PP No. 24 tahun 1997 tantang 
Pendaftaran Tanah.
2. Dalam hal peralhan hak mlk atas 
tanah melalu jual bel dlakukan 
dengan kuasa, maka kuasa tersebut 
merujuk pada ketentuan tentang 
perjanjan yang datur dalam KUH 
Perdata. Adalah prnsp hukum 
perjanjan yang harus dperhatkan 
adalah asas konsensualsme, asas 
Pacta sunt servanda, dan asas 
kebebasan berkontrak. Selan tu perlu 
pula dperhatkan tentang syarat-
syarat sahnya perjanjan sebagamana 
dnyatkan dalam Pasal 1320, Pasal 
1335, dan Pasal 1357 KUH Perdata.
3. Dalam KUH Perdata tdak dapat 
ketentuan kuasa mutlak, atau kuasa 
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yang tdak akan berakhr oleh karena 
sebab-sebab sebagamana dtentukan 
oleh Pasal 1813 KUH Perdata, 
atau kuasa yang tdak dapat dtark 
kembal. Penggunaan kuasa mutlak n 
serng kal dlakukan terutama dalam 
transaks d duna bsns termasuk jual 
bel.
4. Dalam peralhan hak mlk atas tanah 
melalu jual bel terdapat larangan 
penggunaan terhadap kuasa mutlak. 
larangan tersebut termuat ddalam 
Intruks Mendagr No. 14 tahun 1982, 
PP 24 tahun 1997, Putusan MA RI No. 
2584/K/Pdt/1986 dan Putusan MA RI 
Reg. No. 2817/K/Pdt/1994.
5. Terhadap adanya larangan penggunaan 
kuasa mutlak sebagamana tersebut 
datas, maka kuasa yang telah 
dbuat menjad batal dem hukum 
(nietigbaarheid), karena melanggar 
syarat obyektf sahnya suatau 
perjanjan, yatu “suatu sebab yang 
halal”.
2.  Saran
Perlu dbuat undang-undang yang 
mengatur tentang hak mlk sebagamana 
“perntah” Pasal 50 UUPA, yang ddalamnya 
memuat pula aturan-aturan tentang 
peralhannya. Larangan kuasa mutlak dalam 
peralhan hak mlk atas tanah melalu 
jual bel tdak cukup hanya menggunakan 
Intruks Mendagr atau PP saja, akan tetap 
sebaknya dtuangkan dalam peraturan 
setngkat Undang-undang.
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